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ABSTRAK

Mohamad Ghozzi Azzam, NIM 1119046, 2025. Hak-Hak
Perempuan dan Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Cerali
Talak dengan Verstek di Pengadilan Agama Batang). Skripsi
Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah,
Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid
Pekalongan.

Pembimbing: Dr. Trianah

Penelitian ini
perempuan dan an

g penentuan hak-hak
rstek di Pengadilan

verstek di
entasekan

pasca per putusan
hakim Pe i ini bebankan
nak tentu
raniannya

sangat/ positif
ak ex officio nya.
itian ini' adalah yuridi

yang masih ber
perkara cerai tala e kan bahan hukum
sekunder berkenaan dengan buku atau publikasi yang
mempunyai topik yang berkaitan dengan tema penelitian.
Adapun teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan
teknik dokumentasi dengan langkah-langkah inventarisasi,
klasifikasi, dan sistematisasi. Teknik analisis penelitian ini
menggunakan teknik analisis preskriptif, yakni memberikan

viii



argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan dengan
menggunakan logika penalaran hukum.

Penelitian ini menunjukan bahwa dalam penentuannya
hakim mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan, dalam
penentuan nafkah iddah majelis hakim melihat dahulu, apakah
termohon/istri tergolong istri yang nusyuz atau tidak.
Mempertimbangkan lama masa pernikahan antara pemohon
dan termohon serta menggali fakta kemampuan ekonomi
pemohon dalam meneta nafkah  mut’ah. Serta
digunakannya hak ex offici | hakim dalam memberikan
hak-hak istri dan anak. ari putusan cerai talak

putusan,

Kata Ku



ABSTRACT

Mohamad Ghozzi Azzam, NIM 1119046, 2025. Rights of
Women and Children After Divorce (Study of Divorce
Decisions by Default at Batang Religious Court), Thesis
Islamic Family Law Study Program, Sharia Faculty, State
Islamic  University (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid
Pekalongan.

Supervisor: Dr. Trianah Sof@mi, S.H., M.H.

This study disc Ination of women's and

women and es of default
divorce ap i in 2022. If
expressed 75.9%. Of
course, t
Applicant

| few whose
to provide idda and child
rce-\However; wit iSi
Court judges that
‘ah and child su
very posit i cause of their cou

esearch is norm

Batang, while s late to books or
publications that research theme.
The technique of collecting legal materials uses
documentation techniques with inventory, classification, and
systematization steps. The analysis technique of this research
uses prescriptive analysis techniques, namely providing
arguments for the results of research conducted using legal
reasoning logic.



This study shows that in determining the judge
considers a sense of justice and propriety, in determining the
iddah maintenance, the panel of judges first looks at whether
the respondent/wife is classified as a nusyuz wife or not.
Considering the length of marriage between the applicant and
the respondent and exploring the facts of the applicant's
economic ability in determining the mut’ah maintenance. As
well as the use of ex officio rights as a judge in granting the
rights of the wife and childrems The legal consequences of a
default divorce decision not include the rights of
women and children ing the failure to fulfill the
rights to iddah, mu nce (hadhanah) by
considering the trial. The judge

present.

Keywords

Xi
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Perceraian merupakan suatu perbuatan yang
cenderung tidak disukai Allah SWT. Namun tidak dapat
dipungkiri bahwa perc merupakan suatu realitas
sosial dan suatu ke

pasal 41 huruf
kepada bekas sua

biaya an dan.. atau sesuatu
bekas istri.> Dari pasal ini
ang harus

sebagai ruju

Hak- oleh suaminya
diatur pada Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, bilamana
perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib
memberikan hak mut’ah yang layak kepada bekas
istrinya, hak nafkah selama dalam iddah kecuali telah
dijatuhi talak ba’in atau nusyus, melunasi mahar yang

! Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam
2 Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan



masih terhutang, dan memberikan biaya hadhanah untuk
anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.?
Dalam mengadili perkara cerai talak, dalam
praktiknya hakim dapat menjatuhkan putusan dengan dua
kemungkinan. Pertama, putusan yang amarnya
membebankan kepada i untuk memberikan nafkah
i fkah anak. Kedua, tanpa

. Pertama,
termohon
disebut sebagai
yang dijatuhkan
panjang proses p ang biasa

tusan verstek.
irnya seorang ter
akan menghalang
san verstek. K
dipanggil

oleh pem sitanya. Pada
kenyatannya Ikan oleh suami
hanya berisi “mengabulkan permohonan pemohon,
memberikan izin kepada pemohon untuk mengikrarkan
talak terhadap istri (termohon) Sehingga hakim akan
mengabulkan sesuai apa-apa yang telah pemohon (suami)

3 Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam

4 Abdurrahman Rahim, Kepastian Hukum dalam Eksekusi
Pemenuhan Hak-hak perempuan dan Anak Pasca Putusan Perceraian:
Studi di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, Disertasi
(Bandung: Pasca Sarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung 2021), 12.



dalilkan. Karena asas yang berlaku dalam sistem peradilan
Indonesia adalah ultra petitum yaitu hakim tidak boleh
menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau
mengabulkan lebih dari pada apa yang dituntut?®
Ketentuan tersebut tertuags, dalam Pasal 178 ayat (3) Het
Herziene Indonesisc nt (HIR) dan Pasal 189

ang melampau
sesuai dengan
istri ke
| dan anak,

dan anak aka
mengenai-hak-ha s istri dan

ari ‘asas_ultra pe ut, hakim

sebagai  pe saja
an asas |itu. Ka
usus karena jab
na hakim dapat m
dituntut.®

keadilan ekaras-kerasnya
mengatasi intangan untuk
terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya
ringan.’

Mengacu pada Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

5 M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara
Peradilan Agama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 134.

6 J.C.T.Simorangkir, Kamus Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika,
2007), him. 46

7 Mukti Arto, Memahami ex Officio sebagai senjata Cakra
Pamungkas untuk Menyelesaikan Masalah, (Jakarta: Prenadamedia Group,
2021), 1.



Kehakiman, dalam menggunakan haknya, hakim bebas
dalam menggali fakta-fakta dalam setiap perkara yang
diadilinya demi terciptanya suatu kepastian hukum dan
rasa keadilan. Hakim bebas dari intervensi pihak luar. Dan
apabila jika dalam mengadili perkara tersebut, hakim
merasa hukum tertuli da telah mencederai rasa
akim bisa menerapkan

perempuan
Sebagaimana cita-Ci Iharapkan atas lahirnya
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017
tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan
Berhadapan dengan Hukum.

8 Syarif Mappiasse, Logika Hukum Pertimbangan Putusan
Hakim, (Jakarta: Kencana, 2015), 3.

® Amran Suaidi, “Peranan Peradilan Agama dalam Melindungi
Hak Perempuan dan Anak Melalui Putusan yang Memihak dan Dapat
Dilaksanakan”, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 7 Nomor 3, Nopember
2018, 355.



Berdasarkan data jumlah perkara permohonan
cerai talak yang diputus Pengadilan Agama Batang Tahun
2022, terdapat 324 perkara diputus verstek atau sebesar
72,97 %. Sementara itu terdapat 120 (27,03 %) perkara di
mana termohon hadir dalam persidangan. Dari data
tersebut jelas sekali bahwa dalam perkara cerai talak di
Pengadilan Agama B ebih dominan putusan itu
dijatuhkan verste dihadiri oleh istri
(termohon).°

lis, terdapat 78

hukum kepada Pe
ah iddah, mut’ah nak pasca
i dengan adan
Agama Batang i

dalam pene
talak suami
hukumnya.
Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas,
maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian
yang dituangkan dalam skripsi dengan judul “Hak-Hak
Perempuan dan Anak Pasca Perceraian (Studi

ek serta akibat

YData olah SIPP Pengadilan Agama Batang
11 Data olah Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesia



Putusan Cerai Talak dengan Verstek di Pengadilan
Agama Batang)”.
B. Rumusan Masalah
Dari uraian pokok latar belakang masalah di atas,
penulis merumuskan masalah:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penentuan hak-
hak perempuan dan anak dalam putusan cerai talak
verstek di Pengadilan ma Batang?

. Bagaimana akib ari putusan cerai talak
puan dan anak tidak

ni sebagai

skan dan men
enentuan hak-ha
cerai talak verstek

imbangan
dan anak

skan dan mengal
erai talak verste
an anak  tidak

diharapkan dapat
memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu
pengetahuan pada bidang Hukum Keluarga Islam,
terkait dengan hak-hak perempuan dan anak pasca
perceraian.
2. Kegunaan Praktis
Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan
dapat menjadi pertimbangan dan masukan bagi hakim



Pengadilan  Agama dalam  memeriksa dan
mempertimbangkan perkara perceraian, dalam hal
memberikan putusan hak-hak perempuan dan anak
pasca perceraian. Selain itu, penelitian ini diharapkan
dapat meningkatkan  pengetahuan  masyarakat
khususnya para pasangan suami istri supaya bisa lebih
menyadari hak-hak y, arus diberikan dan didapat
pasca perceraian.
E. Kerangka Teorij

kepastian
ihak yang
kim dapat

ermanfaat juga
gkutan agar perti
gan cermat, tepa . Apabila
hakim tidak cerma adil maka
tersebut da i an oleh

imbangan hakim

rhadap putusan

semua fakta/hal-
hal yang terbukti dalam persidangan.

3) Adanya semua bagian dari petitum penggugat
harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi
satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan
mengenai terbukti/tidaknya dan dapat

12 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan
Agama,( Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 140.



dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar
putusan.®
2. Akibat Hukum
Menurut R. Soeroso akibat hukum ialah suatu
akibat yang ditimbulkag dari perbuatan yang dilakukan

t dengan tindakan
indakan tersebut

tergugat.
n verstek

perceraian diatur
pada Pasa i Hukum Tslam yaitu:

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka
bekas suami wajib:

13 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan
Agama,( Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 142.

14 R. Soeroso, Pengantar IImu Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika,
2011), 291.

15 M.Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Sinar
Grafika, 2016), 381.



a. Memberikan mut’ah yang layak kepada
bekas istrinya, baik berupa uang atau
barang, kecuali jika bekas istri tersebut
belum pernah berhubungan (gobla al-
dukhul).

b. Memberi nafkah, maskan, dan kiswah bagi
bekas istrigselama dalam iddah, kecuali

penelitian.- terd
ini, antara lain:
dalam | skripsi
berjudul “Faktor

officionya yakni
faktor istri tidak bekerja dan sebagai korban pernikahan
paksa, serta adanya faktor dari kesanggupan suami untuk
memberikan hak-hak kepada istrinya. Mengenai akibat
hukum penerapan hak ex officio pada perkara ini yakni
karena putusan telah berkekuatan tetap (inkracht) maka
pemohon wajib melaksanakan amar putusan sebelum

16 pasal 149 Kompilasi Hukum Islam



10

pengucapan ikrar talak sebagaimana SEMA Nomor 1
Tahun 2017.Y7

Adapun perbedaan penelitian ini  dengan
penelitian tersebut ialah jika penelitian Sindi Nurlita Ayu
Rahmawati terfokus pada faktor penggunaan hak ex
officio dalam menentukag kewajiban suami pada cerai
talak verstek, sedan litian ini terfokus pada
bagaimana perti dan akibat hukum
ak dalam putusan

Pengadilan do (No.
.Mdo)”. [ ini

-hak penggugat
(istri) karen i pernah hadir di
persidangan. Sehingga penggugat akan sulit untuk
menggugat terkait nafkah maupun nafkah untuk anaknya.
Dengan ketidakhadiran tergugat justru merugikan
penggugat, seharusnya putusan verstek ini dapat

17 Sindi Nurlita Ayu Rahmawati, “Faktor Penggunaan Hak Ex
Officio Hakim Dalam Menentukan Kewajiban Suami Pada Cerai Talak
Verstek (Studi Putusan Perkara Nomor: 287/Pdt.G/2022/PA.Bla)”, Skripsi
(Kediri: IAIN Kediri, 2023).



11

menguntungkan  bagi  pihak  penggugat  untuk
mendapatkan hak-haknya.8

Adapun perbedaan penelitian ini  dengan
penelitian tersebut adalah jika penelitian Sigit Zulkifli
Amir berfokus pada analisis terhadap putusan verstek
pada perkara perceraian dalam putusan nomor
12/Pdt.G/2021/PA.Md dangkan penelitian ini
terfokus pada bagaj ngan hakim dan akibat
n dan anak dalam

banan Nafkah Id t’ah Bagi
tusan Cerai Tal
h: Studi Kasus d
ng”. Penelitian
im pengadilan ag

kepada istri, 4)
lamanya ma I i pektif Magashid
Syariah dapat disimpulkan bahwa pembebanan kewajiban
bagi suami untuk membayar nafkah iddah dan mut’ah
sudah sesuai tujuan syariat yaitu mendatangkan manfaat
(jalbu manfa’atin) dan termasuk dalam tingkatan al-

18 Sigit Zulkifli Amir, “Analisis Terhadap Putusan Verstek
Perkara  Perceraian di  Pengadilan Agama Manado (No.
12/Pdt.G/2021/PA.Mdo)”, Skripsi (Manado: IAIN Manado, 2023)
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Dharuriyat, lebih tepatnya pada aspek Perlindungan
terhadap Jiwa (Hifdz An-Nafs).®

Adapun perbedaan penelitian ini  dengan
penelitian tersebut ialah jika penelitian Muhammad
Agwam Thariq terfokus pada pertimbangan hukum hakim
Pengadilan Agama Kab Malang dalam menerapkan

verstek. Sedangkan
ait  bagaimana

kemaslahata am tidak dosa
memberikan eskipun itu tidak
wajib dan dalam hal ini karena suami ridha maka putusan
Hakim dapat dibenarkan. Kedua, Putusan Hakim nomor
117/Pdt.G/2020/PA.Amb dalam perkara cerai talak
verstek secara yuridis sudah sesuai dengan pasal 41 huruf

19 Muhammad Agwam Tharig, “Penerapan Hak Ex Officio Hakim
Terhadap Pembebanan Nafkah lddah dan Mut’ah Bagi Suami dalam
Putusan Cerai Talak Verstek Perspektif Magashid Syariah: Studi Kasus di
Pengadilan Agama Kabupaten Malang”, Skripsi (Malang: UIN Maulana
Malik Ibrahim Malang, 2019)
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¢ undang-undang No. 16 Tahun 2019 dan Hakim
mempunyai hak ex officio untuk memutuskan perkara
yang tidak dimohonkan sehingga Hakim dapat
membebankan nafkah ‘iddah dan mut’ah kepada
Pemohon.?°

Adapun  perbe
penelitian tersebut i

penelitian ini  dengan
elitian Nita Rahmawati
Pengadilan Agama
Ambarawa iddah dan mut’ah
cerai talak.

bdul Jamil, Muli am jurnal
an Hukum dan i ara Pihak
Hakim Dalam P k Perkara
il penelitian ini

hukum dan keadilan dalam putusan verstek perkara
perceraian adalah dengan mengadili di luar petitum (ultra
petita) berupa menambah amar yang tidak diminta dalam

20 Nita Rahmawati, “Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan
Nafkah Iddah dan Mutah Pada Putusan Verstek Cerai Talak (Studi
Terhadap  Putusan  Pengadilan  Agama  Ambarawa  Nomor
117/Pdt.G/2020/PA.Amb)”,  Skripsi  (Semarang: UIN  Walisongo
Semarang, 2023).
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petitum sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf c UUP No.
1 Tahun 1974 jo UU No.16 Tahun 2019.%

Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan
penelitian ini yakni terletak pada fokus masalah yang
diteliti. Fokus penelitian, tersebut pada penerapan ex
officio hakim sebagai perlindungan hukum dan
keadilan dalam perkara perceraian.
Sedangkan f i adalah terkait

penelitian _yang
dalah yuridis nor s normatif
an yang dilakuka ij
termuat dalam

a. Pendekatan perundang-undangan (statute
approach) dilakukan dengan menelaah semua
undang-undang ataupun aturan lainnya yang
memiliki  kaitan dengan permasalahan tema

2L Abdul Jami dan Muliadi Nur, “Perlindungan Hukum dan
Keadilan Para Pihak Melalui Ex Officio Hakim Dalam Putusan Verstek
Perkara Perceraian,” Jurnal Hukum 1US QUIA IUSTUM NO. 2 VOL. 29
(Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2022)

22 Zanuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar
Grafika, 2011), 105.
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penelitian.?®  Pendekatan  perundang-undangan
dimaksud untuk mengkaji dan meneliti aturan dan
norma hukum yang berkorelasi dengan tema yang
diajukan, dalam hal ini dalam bentuk Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum
Islam, Peraturan ah Agung Nomor 3 Tahun

ngan dan
eliti akan

n di dalam il

ide-ide
engertian
asas-asas hukum
rkaitan dengan jud
kasus (case appro i kan untuk
atau memahami

dalam praktik sehari-hari.” Terutama perkara dan
kasus-kasus yang menjadi kajian dalam penulisan
ini.

23 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana,
2017), 133.

24 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana,
2017), 135.

2 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana,
2017), 158.
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3. Sumber Bahan Hukum
Adapun bahan hukum yang menjadi pijakan
dalam penelitian ini, yakni bahan hukum primer dan
bahan hukum sekunder.
a. Bahan Hukum Primer
Data ini merupakan bahan hukum yang

regulasi dasar berupa
an yang terkaitan

1974 tentang
un 2009

Kekuasaan Keha
-Undang Nomo

un 2009

Perubahan Ke Undang-
Nomer' 7 T tentang
un 2014

Perubahan A
23 Tahun 2002

pilasi Hukum

6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun
2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara
Perempuan Berhadapan dengan Hukum

7) Putusan-Putusan Perkara Cerai Talak Verstek
Pengadilan Agama Batang Tahun 2022-2024

% peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana,
2011), 41.
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b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder yang digunakan
adalah buku-buku yang berkaitan dengan hak-hak
perempuan dan anak, karya ilmiah, jurnal dan
literatur lainnya vy, berhubungan dengan tema
penelitian ini.
4. Teknik Pengu

peraturan
i norma-
perjanjian
peraturan
berkaitan

bahan hukum
secara sistematis pada pokok bahasan yang
kemudian melakukan analisis lanjutan
menggunakan kaidah-kaidah teori yang sesuai
dengan penelitian.?®

27| Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif
Dalam Justifikasi Teori Hukum, (Jakarta: Kencana, 2016), 149.

28 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: University
Press, 2020), 68.

2 Nabilah Soleha Heryani, Studi Perbandingan Antara Hukum
Waris Islam Dan Hukum Warts Perdata Terhadap Ahli Waris Khuntsa
(Kelamin Ganda), (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2019), 73.
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5. Teknik Analisis Bahan Hukum
Teknik analisis bahan hukum yang digunakan
dalam penelitian ini adalah teknik analisis preskriptif
dengan logika dan penalaran hukum. Maksudnya
penulis melakukan pengolahan sumber hukum yang
dimana dengan melakukan sumber hukum primer yang
berupa salinan putu Pengadilan Agama Batang

mana terjadi im, terdapat
hak-hak

menurut
elitian.%°

juan penelitian,
¥ penelitian yang
relevan, metode penelltlan dan sistematika penulisan.

Bab Il memuat landasan teoritis dan konseptual.
Melalui bab dua ini penulis akan menjelaskan secara rinci
mengenai teori pertimbangan hakim, akibat hukum, teori

30 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana,
2011), 35.
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putusan verstek, dan konsep hak-hak perempuan dan anak
pasca perceraian perspektif hukum positif.

Bab 1l memuat pertimbangan hakim dalam
penentuan hak-hak perempuan dan anak pada perkara
cerai talak dengan putusan verstek di Pengadilan Agama
Batang.

Bab 1V memuat akibat hukum dari putusan cerai
talak verstek dalam hal hal@hbak perempuan dan anak tidak
dicantumkan dalam

Bab V m berisi simpulan atas
dan saran.




BAB V
PENUTUP

A. Simpulan
Berdasarkan data dan analisis terhadap hak-hak
perempuan dan anak pasca cerai talak yang diputus
verstek yang menjadi bahan penelitian ini, maka terdapat
beberapa kesimpulan yang,dapat diambil, yaitu:
1. Pertimbangan haki m menentukan hak-hak
san cerai talak verstek

sa keadilan dan

bangkan
termohon
pemohon
nakannya

puan dan anak
dalam putusannya adalah tidak terpenuhinya hak
nafkah iddah, mutah dan anak (hadhanah) dengan
mempertimbangkan proses pembuktian selama
persidangan. Yang seharusnya hakim menggunakan
hak ex officio untuk memastikan bahwa hak-hak
tersebut diakomodasi dalam putusan, meskipun pihak
istri tidak hadir. Namun pada tahun 2022 di Pengadilan

105
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Agama Batang masih banyak kasus hakim tidak
menggunakan hak ini, sehingga mengakibatkan
hilangnya hak-hak yang seharusnya dilindungi.
B. Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas maka terdapat
beberapa saran yaitu:

1. Badan Peradilan _ Agama (Badilag) perlu
erkuat kapasitas sumber

ama melalui program

ial dalam _memb
dap suatu putus ya dalam
yang  diteliti. itu,
hakim / tidak dalam

berkaitan dengan akibat hukum yang timbul setelah
perkara cerai talak diputuskan.
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